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WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR A TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor
17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-
dinas Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan pembentukan

organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi
Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan
Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Binjai, telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Pertanian dan Perikanan yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan
Perikanan Kota Binjai;

c. bahwa Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian
dan Perikanan Kota Binjai belum mengatur lebih lanjut
tentang Organisasi dan Tata Keija UPT Balai Benih Ikan
(BBI) dan UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian
pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai;

: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Menimbang :

susunan

Mengingat

3. Undang



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang4. Peraturan
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangakat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Binjai (I^embaran Daerah Kota
Binjai Tahun 2008 Nomor 20);

9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas-dinas DaerahKota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor14);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian danPerikanan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun2012 Nomor 37);

tentang

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIANDAN PERIKANAN KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.

Menetapkan

2. Daerah



2. Daerah adalah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota
Binjai.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan
tertentu, yang jenis, tugas dan personilnya ditetapkan dengan peraturan
Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasai 2

(1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugasberada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasai 3

UPT pada Dinas yang terdiri dari:
a. UPT Balai Benih Ikan;
b. UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian.

BAB III
ORGANISASI

Pasai 4

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

^ (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Balai Benih Ikan

Pasai 5
1,1

ssizjsgx
<2)

tu^afDiZdfwLg^m T̂hriT^^<3)
dimakSUd Pada ^ (2)’ ***a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan-memperoduksi benih ikan berkualitas dan berkesinambungan;

c. menentukan
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c. menentukan standar mutu benih ikan yang berkualitas, bebas hama dan
penyakit;

d. memantau dan mengawasi perawatan pembenihan ikan dalam
menghasilkan benih unggul;

e. melakukan pengadaan dan seleksi indukan dan calon indukan;
f. melakukan pemeliharaan dan pengembangan mesin dan peralatan balai

benih ikan
g. memfasilitasi pemasaran benih Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dan

pengembangan teknologi pembenihan ikan;
h. melaksanakan pemasaran benih ikan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai Benih Ikan dibantu oleh Sub
Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala UPT Balai Benih Tkan lingkup ketatausahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai tugas fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas,

kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan,

pembukuan dan pelaporan keuangan;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan dibidang ketatausahaan
f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Benih

Ikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian

Pasal 7

(1) UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala
UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan dan mata tempel
pertanian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
UPT Perbenihan dan Mata Tempel Pertanian Ikan mempunyai fungsi:
a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
b. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait;
c. melaksanakan proses mata tempel dari berbagai jenis tanaman;
d. melaksanakan proses benih sampai dengan pelabelan;
e. memantau dan merawat benih dan mata tempel yang unggul dan siap

jual;
f. melaksanakan pemasaran benih dan mata tempel yang berlebel;
g. melakukan pemeliharaan dan pengembangan alat-alat mesin;
h. melaksanakan invcntarisasi dan registrasi terhadap tanaman pokok induk

sumber bibit yang dimiliki penangkar, balai benih dan petani dalam
rangka menghasilkan sumber bibit yang bermutu;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 8



Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Perbenihan dan Mata Tempel
Pertanian dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Perbenihan dan Mata Tempel
Pertanian lingkup ketatausahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian
Tata Usaha mempunyai tugas fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program keija dibidang ketatausahaan;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, peijalanan dinas,

kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan,

pembukuan dan pelaporan keuangan;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan dibidang ketatausahaan;
f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT Perbenihan dan Mata

Tempel Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Kepala UPT di bidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional secara koordinasi bertanggung jawab kepada Kepala
UPT.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
keija

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPT berkewajiban memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan
aparat pelaksana UPT Dinas

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

(1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT Dinas maupun
dengan instansi lain.

(2) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memberikan
bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

(3) Kepala



(3) Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan di
dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 13

(1) Kepaia UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural
Eselon IV.a dan Eselon IV.b.

(2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan
dalam dan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan
kewenangan dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Segala kegiatan dan aktifitas UPT yang telah dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Kota Binjai t.etap diakui
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka hal-hal menyangkut teknis
pelaksanaan UPT harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai ,

pada tanggal DaTwJori levy

WALIKOTA BINJAI,

tMADIDAH

Diundangkan di Binjai,
pada tanggal dS) 3<V\\jan

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ELWZAR SI] rAR
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR Sk
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ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS
PERIKANAN KOTA BINJAI

TANGGAL
TENTANG

PERTANINAN DAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BINJAI

KEPALA UPT

SUB BAGIAN TATA
USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD ID,


